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Abstrak
 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk

memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah

implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan

daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan

APBD memungkinkan penyalahgunaan anggaran dengan memanipulasi anggaran untuk menarik simpati

dari pemilih untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Itu menyebabkan anggaran pemerintah

membentuk siklus yang mengikuti tahun pemilihan. Dalam politik teori anggaran publik, keputusan

anggaran tidak hanya didasarkan pada keputusan teknis tetapi juga keputusan politik. Kekuatan kelompok

kepentingan memainkan peran penting dalam keputusan anggaran.

Studi ini dilakukan untuk melihat pola siklus anggaran yang terjadi pada tahun pemilu dan bagaimana peran

koalisi partai kepala daerah di DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran. Siklus anggaran dianalisis

dalam sisi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat keseluruhan pola siklus anggaran. Penelitian ini

menggunakan data panel dari 502 kabupaten/kota pada periode 2011-2017 menggunakan Fixed Effect

Model dan Pooled OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh tahun pemilihan pada tingkat agregat

pendapatan dan pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran dibiayai dari peningkatan

sisi pendapatan. Di sisi pendapatan, PAD meningkat pada tahun pemilihan yang berasal dari pajak dan PAD

lainnya.

Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang relatif lebih tinggi di bidang ekonomi, perumahan dan fasilitas publik,

kesehatan dan fungsi perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat. Dan sebagian besar

jenis anggaran yang relatif lebih tinggi di tahun pemilu adalah belanja baik dan layanan dan belanja

karyawan. Pangsa koalisi partai kepala daerah di DPRD signifikan terhadap pengeluaran dan pendapatan di

tingkat agregat. Di tingkat komponen pengeluaran dan pendapatan, kekuatan koalisi di DPRD hanya

signifikan terhadap pendapatan terutama PAD yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Karena DPRD juga

memengaruhi keputusan anggaran, jika ada praktik PBC, koalisi partai kepala daerah di DPRD juga terlibat

atau memiliki peran di dalamnya.

......The first direct regional head election (Pilkada) in Indonesia was held in 2005. To win the election,

regional head candidates must obtain the highest votes. On the other hand, after the implementation of

decentralization in Indonesia, the regional head has the authority to manage regional finances including the

authority to prepare the Regional Budget (APBD). The authority to prepare the APBD allows budget misuse

by manipulating the budget to attract sympathy from voters for re-election in the next election. That causes

the government budget to form a cycle that follows the election year. In the politics of public budget theory,

budget decisions are not only based on technical decisions but also political decisions. The strength of

interest groups plays an important role in budget decisions.

This study was conducted to look at the pattern of the budget cycle that occurred in the election year and
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how the role of the party coalition of regional heads in the DPRD in budget decision making. The budget

cycle is analyzed in terms of income and expenditure to see the overall pattern of the budget cycle. This

study uses panel data from 502 districts / cities in the period 2011-2017 using the Fixed Effect Model and

Pooled OLS. The results show that there is an influence of the election year on the aggregate level of income

and expenditure. This shows that the increase in expenditure was funded by an increase in income.

On the revenue side, PAD increased in the election year originating from taxes and other PAD. On the

expenditure side, expenditures are relatively higher in the economic, housing and public facilities, health and

social protection functions as the basic needs of people's welfare. And most types of budgets that are

relatively higher in the election year are good spending and service and employee spending. The share of the

party head coalition in the DPRD is significant on expenditure and income at the aggregate level. At the

level of expenditure and revenue components, the strength of the coalition in the DPRD is only significant to

revenues, especially PAD derived from taxes and other PAD. Because the DPRD also influences budget

decisions, if PBC practices are involved, the regional head party coalition in the DPRD is also involved or

has a role in it.


